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ABSTRAK

Nama : Fadhlurrahman

NIM : 180106095

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam

Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24
Tanggal Sidang Munaqasyah : 19 Juli 2022

Tebal Skripsi : 64 halaman

Pembimbing | : Badri, S.HI., M.H

Pembimbing I1 : Riza Afrian Mustaqim, M.H

Kata Kunci : Anak Terlantar, Dinas Sosial, Qanun

Dalam rangka meminimalisir angka anak terlantar di Kota Banda Aceh
sangat dibutuhkan berbagai upaya yang efektif sehingga kondisi anak terlantar
dapat terjamin di bawah naungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dikarenakan
masih lemah dan senjangnya penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh,
karena ini merupakan sebuah masalah serius yang sangat memprihatikan. Jadi oleh
karena itulah penulis ingin meninjau mengenai ‘“Peran Dinas Sosial Kota Banda
Aceh dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Aceh Nomor
11 Tahun 2013 Pasal 24”. Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang
bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena. Penyebab
munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh disebabkan oleh dua faktor yaitu
faktor kemiskinan/ekonomi lemah dan faktor dari keluarga yang bermasalah atau

tidak harmonis.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| Alf tidak tidak 1 ta’ t te
dilamba | dilambangk (dengan
ngkan an titik di
bawah)
o Ba’ B Be 1 za z zet
(dengan
titik di
bawah)
) Ta’ T Te & ‘ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan & Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J Je _a Fa’ F Ef
z Ha’ h ha '(c'ieng'an K) Qaf Q Ki
titik di
bawah)
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é Kha’ Kh ka dan ha 3l Kaf Ka
a Dal D De J Lam El
3 Zal Z zet (dengan Mim Em
oo ¢
titik di
atas)
B R¥ R Er O Niin En
) Zai Z Zet g Wau We
g Sin S Es ® Ha’ Ha
uf;, Syin Sy es dan ye s Hamza Apostrof
h
ua Sad S es (dengan < Ya’ Ye
titik di
bawah)
Ua Dad d de (dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama

Huruf Latin

Nama

Tanda

fathah

A
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Kasrah I |

dammah U U

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:
Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
s fathah dan ya’ Ai adani
e fathah dan wau Au adanu
Contoh:
;‘:‘S -kataba
Jad -fa‘ala
)53 Zukira
‘}—““4 -yazhabu
d—‘iﬂ -su’ila
S8 faifa
d}}’ -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
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SR fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas
s kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
3.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
Ja -qala
R -rama

d.—.‘? -qila
8}3-’:. -yaqiilu
4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ta 'marbiitah ada dua:
1) Ta’ marbutah hidup
ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2) Ta’ marbiitah mati
ta’ marbiutah vyang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah (@’ marbitah
ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
d lﬂjﬂy “‘-*4'}_) -raud ah al-atfal

-raud atul atfal




333321 \:\-IJJAJ\ -al-Madinah al-Munawwarah
-AL-Madinatul-Munawwarah

dall ~talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
14:’,) -rabbana
dw)-' -nazzala
3—.\5\ -al-birr
e -al-hajj

o -nu’ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( JI ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

xi



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /// diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
3&3\ -ar-rajulu
iii/ \ -as-sayyidatu
(i) -asy-syamsu
éﬁ]\ -al-qalamu
é:\-:.d\ -al-badi‘u

JOAll -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.
Contoh:

uﬁ; G -ta’ khuziina

€«;‘M -an-nau’
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(e -syai’un

@

u‘ -inna
s, 2
— J—S\ -umirtu

dS\ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.
Contoh:
G R el

BB AN ESPHE

JAY Za) )

B Lashl 3 4l Al
el Zes o BN e o

S o WL

9. Huruf Kapital

-Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
-Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan

-1brahim al-Khalil

-Ibrahimul Khalil

-Bismillahi majraha wa mursah

-Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

-Man istata‘a ilahi sabila
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Ujj{)y\ VS LU -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Ll @4 g Q:‘-‘ uéjjs\ :)\ -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
KJ £ ?&:‘-’ d?ﬂ -lallazi bibakkata mubarakkan

HIoall 438 J 51 o G\any el Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu

-Svahru Ramad anal-lazi  unzila fihil

qur’anu
ué-‘-ﬂ\ Cs;& 14 Q\Jﬁdj -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
Cad Wl &y a0 Sa0)dshamau litiahi rabbi al-“Glamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:
";\;/)3 &jﬂj f‘i‘\ @3.:.4; -Nasrun minallahi wa fathun qarib
\-’éﬁ ,}}“\2“ “3’ -Lillahi al-amru jami ‘an
;i.-.‘h ‘»‘«L"-,-*z Jé-' A -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat), bukan negara kekuasaan
(Machstaat). Maksud dari negara hukum ialah negara yang bertujuan untuk
menyelenggarakan ketertiban hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan
pemerintahan, Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi, atau
penyerahan urusan pemerintah pusat atau daerah tingkat atas kepada daerah
tingkat bawah.' Pengertian pemerintahan secara luas merupakan segala hal yang
dilakukan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan negara sendiri.’

Provinsi Aceh, merupakan salah satu provinsi yang memiliki
keistimewaan dibandingkan provinsi lain, keistimewaan tersebut adalah
diberikannya hak bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan otonomi daerah
khusus, otonomi daerah khusus tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Di dalam pasal 183 Ayat 1 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa
dana otonomi khusus merupakan penerimaan yang bertujuan untuk pengentasan
kemiskinan serta pendanaan sosial, pendidikan, dan kesehatan.’ Total alokasi
dana otonomi khusus yang telah diterima oleh Provinsi Aceh dari tahun 2008
sampai dengan 2001 adalah sebesar 88,43 Triliun. Namun, optimalisasi dana

otsus tersebut masih belum efektif sehingga menyebabkan Provinsi Aceh berada

" 'UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
?* Rendy Adiwilga, dkk, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Yogyakarta: Dee Publish,
2018), him. 4.
3 Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 183 Ayat 1.
1



pada peringkat ke-6 sebagai provinsi termiskin se- Indonesia berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik Nasional.*

Situasi krisis ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu faktor
penyebab banyaknya timbul persoalan sosial lainnya sepertia hal nya anak
terlantar, menurut undang-undang anak terlantar adalah anak yang tidak
terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik mental, fisiknya, sosialnya maupun
spiritual. Definisi anak terlantar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
anak yang berumur 5-18 tahun yang menghabiskan waktunya untuk berkeliaran
dan mencari nafkah di jalanan ataupun di tempat tempat umum lainya.’

Menjadi seorang anak terlantar bukahlah merupakan sebuah pilihan
hidup yang diinginkan oleh setiap manusia dan bukan pula sebuah pilihan yang
menyenangkan, terutama terkait dengan keselamatan dan keamanan bagi si
anak.® Anak terlantar harus hidup sendirian tanpa dukungan moril dan materil
dari keluarga sehingga berdampak pada masa depan anak yang curam. Padahal
semua kita mengetahui bahwa anak anak terlantar ini juga termasuk kedalam
anak anak yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa
bahkan gambaran masa depan negara terdapat di pundak mereka karena
merekalah yang melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, baik dan buruknya
keadaan bangsa kedepan tententunya tidak terlepas dari kondisi anak anak
bangsa hari ini sebagai pemegang stafet kepemimpinan bangsa, kesejahteraan
terhadap anak-anak terlantar harus terus di perhatikan dan ditingkatkan.’

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda

Aceh mempunyai tanggung jawab besar terhadap nasib anak anak terlantar

* Diakses melalui www.bps.go.id/, pada tanggal 4 april 2022 pukul 14.31.

> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

® Herlina Astri, Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia:Faktor Penyebab,Tatanan
Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang, Jurnal Aspirasi, Volume.5, Nomor 2,
(Desember 2014).

" Triyani Kathilda Ambat, Fungsi Negara Memelihara Anaka-Anak Terlantar Menurut
Undang — Undang Dasar 1945, Jurnal Administrasi,Volume 1 Nomor 2 (Januari —Maret 2013).


http://www.bps.go.id/

sesuai dengan amanat undang undang dasar 1945 pada Pasal 34 Ayat 1 yang
menyatakan bahwa “anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian di
perkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 21 Nomor 35 tahun
2014” pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab serta
berkewajiban menghormati pemenuhan hak atas anak tanpa membedakan suku,
ras, golongan, agama, stastus hukum, etnik, budaya dan bahasa serta kondisi
mental dan fisik.®

Adapun peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengatasi persoalan
anak terlantar terlihat belum maksimal, berdasarkan data pada Dinas Sosial Kota
Banda Aceh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak terlantar dari
Tahun 2020 sampai dengan 2022 yaitu di 2021 terdapat 21 orang, di 2021
terdapat 23 orang dan dari Januari sampai pertengahan bulan Juni 2022 sudah
terdapat 23 orang anak terlantar di Kota Banda Aceh.’ Selain itu di jalanan kita
masih bisa melihat adanya anak terlantar, padahal pemerintah Aceh telah
mengeluarkan Qanun yang cukup tegas dan jelas “ sesuai dengan bunyi Qanun
Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat 1 “setiap anak berhak atas pelayanan
sosial dari orang tua keluarga dan masyarakat pemerintah Aceh/pemerintah
kabupatan/kota untuk berkembang dan tumbuh secara wajar.'” Pemerintah
memiliki keharusan dalam memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-
cuma dalam pelayanan khusus untuk anak dari keluarga kurang mampu, anak-
anak terlantar serta anak-anak yang bertempat tinggal didaerah pedalaman.''

Dalam rangka meminimalisir angka anak terlantar di Kota Banda Aceh
sangat dibutuhkan berbagai upaya yang efektif sehingga kondisi anak terlantar

dapat terjamin di bawah naungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dikarenakan

¥ Undang — undang Nomor 35 Pasal (21) Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

? Diakses melalui https:/data.bandaacehkota.go.id, pada tanggal 4 April 2022, pukul
22.00.
' Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat (1).

" Darwan Prin, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.
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masih lemah dan senjangnya penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh,
karena ini merupakan sebuah masalah serius yang sangat memprihatikan. Jadi
oleh karena itulah penulis ingin meninjau mengenai “Peran Dinas Sosial Kota
Banda Aceh dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun

Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apa penyebab munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana cara yang ditempuh oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam
menangani anak terlantar di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Qanun

Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan utama dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apa saja penyebab munculnya anak terlantar di Kota
Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam
menangani anak terlantar ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun

2013 Pasal 24.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang
topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada materi pengulangan
penelitian. kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa persoalan yang

penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Tetapi



setelah melakukan studi literatur, penulis temukan karya setingkat skripsi dan
jurnal dari penulis lainya yang membahas topik yang sama, yaitu:

Pertama, jurnal Syariah dan Hukum yang ditulis oleh Imam Sukadi
dengan judul, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam
Operasionalisasi Pemerintah Dibidang Perlindungan Anak”. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa tanggung jawab negara terhadap
anak terlantar kurang terealisasikan dalam operasional pemerintah. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum
normatif. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah,
kurangnnya terealisasikan tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam
operasionalisasi pemerintah antaralain disebabkan karena belum melembaganya
konsep good governance dalam sistem pemerintahan.12

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Erik, dengan judul Skipsi “Hak-Hak
Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan,
Yogyakarta)”. Dalam kajian ini penulis mengkaji bagaimana Lapas memberikan
pembinaan dan pembekalan pendidikan terhadap narapidana anak serta meneliti
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pendidikan anak di Lembaga
Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Adapun jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field research).
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pendidikan formal di
lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. "

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Farah Fauzul Jumaida mahasiswa
fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh
dengan judul, “Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas

"2 Imam Sukadi, Jurnal, “Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam
Operasional Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5,
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018).

13 Erik, Skripsi, “Hak-Hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di
Lapas Wirogunan”, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, 2011).



Sosial Kota Banda Aceh)”, skripsi ini membahas tentang setiap anak berhak
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
berbagai pendekatan antara lain: pendekatan Etnografi, Undang-undang, yuridis
empiris dan dalam doktrin agama. Hak intelektual anak terlantar diperoleh hasil
bahwa anak-anak terlantar yang ditemukan di jalanan oleh petugas satpol PP
akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk ditangani lebih lanjut.
Anak-anak tersebut akan diwawancarai terlebih dahulu terkait asal usul anak
dan usia anak. Adapun anak-anak yang masih mempunyai orang tua, namun
orang tuanya tidak mampu memenuhi hak pendidikannya maka Dinas Sosial
Kota Banda Aceh akan memberikan rujukan kepada sistem sumber lain seperti
kerabat dekatnya/ wali, orang tua asuh dan Panti Asuhan Sosial Anak."*
Keempat, skripsi Naya Afra mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh dengan judul “Peran Dinas
Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyebab maraknya serta  perlindungan
terhadap pengemis anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh
telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan
Perwal Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis,
Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya di Kota Banda Aceh, namun dalam
pelaksanaannya ada kendala-kendala yang mempengaruhi kelancaran dan
keberhasilan penanganan pengemis anak tersebut, seperti masih banyak
pengemis anak yang tidak memiliki identitas seperti KK dan Akte kelahiran

sehingga sulit untuk mendata, serta ketertabatasannya sumber daya manusia

' Farah Fauzul Jumaida, Skripsi, “Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi
Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitam Islam
Negeri Ar-Raniry, 2018).



pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Disarankan Kepada Dinas Sosial Kota
Banda Aceh, Lembaga-lembaga terkait dan masyarakat diharapkan mampu
bekerja sama dengan baik dalam penanganan pengemis anak ini serta mampu
mengungkapkan pihak-pihak yang memperlakukan seorang anak dengan cara
mengemis ini kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib agar
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "
Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian di atas adalah
fokus penelitian skripsi ini pada peran Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam
menanggulangi persoalan anak terlantar ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor

11 Tahun 2013 Pasal 24.

E. Penjelasan Istilah
Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan
perlu untuk diulas agar mudah untuk dipahami istilah yang di maksud. Adapun
istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai
berikut:
1. Peran
Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.'® Peran
didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh
seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa
inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty
in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu

usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang

'> Naya Afra, Skripsi, “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani
Pengemis Anak Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak), (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2020).

16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).



diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang
dalam suatu peristiwa.'’ Peran yang harus dijalankan oleh suatu
lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan
fungsi dari lembaga tersebut.

Peran yang penulis maksud disini adalah peran Dinas Sosial Kota
Banda Aceh dalam menanggulangi persoalan anak terlantar ditinjau
menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24.

2. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. Dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Dinas sosial kota Banda Aceh merupakan satuan kerja
yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan
Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2016 yang merupakan
perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah kota dibidang
sosial."®

Dinas Sosial yang penulis maksud disini ialah Dinas Sosial Kota
Banda Aceh.
3. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtua
melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan
wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.'” Menurut Suyanto anak

terlantar adalah anak-anak yang tersisih, dan teraliensi dari perlakuan kasih

"7 Soekarno, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.
212.

'8 Diakses melalui https:/dinsos.bandaacehkota.go.id/, Pada tanggal 4 April 2022,
Pukul 22.30.

' Padmo Wahjono, Kamus Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Grafikatama Jaya Nusa
Offset, 1987), him. 6.
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saying karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus
berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan dangat tidak
bersahabat, berbagai sudut kota sering terjadi anak jalanan harus bertahan
hidup dengan kurang atau bahkam tidak dapat diterima masyarakat umum,
tidak jarang pula mereka di judge sebagai pengganggu ketertiban dan
membuat kota menjadi kotor.”’

Anak terlantar yang penulis maksud ialah anak-anak yang sudah tidak
mendapatkan kasih sayang maupun tanggung jawab dari orang tuanya dan
tinggal di kota Banda Aceh.

4. Qanun

Istilah ganun dalam Bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari
ganna yang artinya membuat hukum. Secara terminologi ganun memiliki
arti ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk
kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana
penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk juga
aspek muamalah antar sesame manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.”'

Qanun yang penulis maksud disini adalah Qanun Aceh Nomor 11

Tahun 2013 Pasal 24.

F. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penulisan karya ilmiah, data yang objektif serta lengkap
sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan
dalam sebuah penelitian nantinya.adapun metode yang penulis gunakan dalam

peneltian ini ialah:

0 Slamet Suyanto, Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat
Publishing, 2005), him. 23.

ML Solly Lubis, “Aceh Mencari Format Khusus”, (Jurnal Hukum, Vol. 01, No. 1,
2005), hlm. 6.
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1) Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study).
Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif,
terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala
tertentu. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (field study)
dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang
masalah suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pada penelitian ini yang
menjadi kasus adalah adalah peran Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam
menanggulangi persoalan anak terlantar ditinjau menurut Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu
metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antara fenomena yang diselidiki.*

Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menyelidiki tentang peran
dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kasus anak
terlantar menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24.

3. Sumber Data
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data
sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang masih harus diolah dalam
penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan

wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan responden terpilih.

22 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 63.
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Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah Dinas

Sosial Kota Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam
berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data
statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap
digunakan.” Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan
historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan atau tidak
dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder berupa buku referensi,
jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah:

a. Wawancara/ interview, pengumpulan data dengan jalan tanya jawab
sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada
tujuan penyelidikan.”* Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan
dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Pekerja Sosial di Kota
Banda Aceh.

b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan
mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan
baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan
sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang
kajian mengenai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 dan

hal yang berkaitan lainnya.

2 Daniel Moehar, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),
hlm. 113.

** Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1998), hlm. 136.
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5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.” Jadi validitas
data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data
penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan
sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks
penelitian ini, objektivitas dan validitas data terkait peran Dinas Sosial kota
Banda Aceh dalam menanggulangi persoalan anak terlantar ditinjau menurut
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 yaitu ketepatan hasil data yang
telah penulis peroleh. Peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan
data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti
tersebut.
6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan
penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil
penelitian.”® Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan
menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan
membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti.
Setelah data dikumpulkan dan hasil wawancara diperoleh, penulis akan
mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian
disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan
penulisan.
7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman

Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah

> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 117.
** A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Prenadamediagroup, 2014), hlm. 255.
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dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.
Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur’an penulis kutip dari Al-Qur’an dan
terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para
pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan
peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab
menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling
terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya
adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka,
penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan teoritis mengenai perlindungan anak
terlantar dan pengaturan dan perlindungan anak terlantar di Indonesia.

Bab tiga, merupakan pembahasan, yang membahas tentang gambaran
umum Dinas Sosial kota Banda Aceh, penyebab munculnya anak terlantar di
Kota Banda Aceh, serta peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani
anak terlantar menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 Pasal 24.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang
berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan

penelitian.
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BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Terhadap Anak Terlantar

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau
berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.*’

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
tercantum dalam Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah
anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,
spiritual, maupun sosial”. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 Angka 7
menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab
orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak
dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk
kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus
(children in need of special protection). Dalam Buku Pedoman Pembinaan
Anak Terlantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena
suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik
secara rohani, jasmani, maupun sosial.”®

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah
tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi,
terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh

kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

*" Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka

Tahun 2005), him. 102.

212.

28 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.
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memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua,
ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak
dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan
dan bahkan diperlakukan salah (child abuse). Pada tingkat yang ekstrem,
perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang
anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya
baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk
melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.”’

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak
terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat
kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

a. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar
adalah: Pertama, mereka biasanya berusia 5-18 tahun. Kedua, anak
yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di
luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang
tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara
anak yang dilahirkannya. Kefiga, anak yang kelahirannya tidak
direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau
keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.
Keempat, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak
ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan
anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan
dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan
mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi
sangat terbatas. Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang broken

home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah

2 Ibid., him. 226-227.
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kondisi keluarga yang bermasalah-pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat
narkotika, dan sebagainya.’® Selain itu, anak juga dapat dikatakan
terlantar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:*'
1). Anak terlantar tanpa orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
a) Orang tua/keluarga tidak diketahui
b) Putus hubungan dengan orang tua/keluarga
c¢) Tidak memiliki tempat tinggal
2). Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
a) Hubungan dengan orang tua masih ada
b) Tinggal bersama orang tua/keluarganya
¢) Rawan sosial dan putus sekolah
d) Tinggal dengan keluarga miskin
Menurut keputusan Menteri Sosial RI berdasarkan pengertian anak
terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:
a) Anak berusia 5-18 tahun,
b) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena
beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu
c¢) Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit,
d) Salah seorang atau kedua-duanya meninggal,
e) Keluarga tidak harmonis,
f) Tidak ada pengasuh/pengampu,
g) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik

secara jasmani, rohani dan sosial.””

3% Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak Edisi Revisi, hlm. 230.

3! Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan
Masyarakat. Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti, hlm. 19-20.

32 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang panduan
perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I him. 10.
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Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:
1) Anak terlantar berusia 5-18 tahun,
2) Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih
sayang, perlakuan yang baik dan tidak disekolahkan oleh orang
tuanya,
3) Tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua asuh/keluarga
asuh,
4) Berasal dari keluarga miskin atau broken home,
5) Tidak terpenuhi hak-hak anak,
6) Anak yang bekerja/mencari nafkah atau anak yang menghabiskan
waktunya bermain di jalanan atau tempat-tempat umum.
2. Pentingnya Penanganan Terhadap Anak Terlantar

Berbicara tentang anak maka hal itu tidak terlepas dari
perlindungan hukum. Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah
kenyataan sosial, Undang-undang perlindungan anak telah menjelaskan
bahwa seorang anak perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam hal
pemerintahan dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada
anak-anak baik yang berhadapan dengan hukum, anak yang
tereksploitasi ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan,
anak korban kekerasan fisik, dan anak korban perlakuan salah lainnya.*

Fenomena anak terlantar ini merupakan suatu fenomena yang
sangat meresahkan masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya,
karena pada dasarnya diusia mereka sangat membutuhkan perlindungan

dan pengawasan dari orangtua. Dengan demikian Faktor-faktor yang

33 Ahmad Kamil, dan M.Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 81-83.
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menjadikan anak sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk
mendapatkan perlindungan hukum yaitu :
1) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua
Orang tua merupakan lingkungan sosial terdekat bagi seorang
anak karena mereka yang akan membesarkan, mendewasakan
dantempat dimana anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan
utama. Orang tua yang baik akan cenderung berpengaruh positif
bagi perkembangan anak, sedangkan orangtua yang buruk akan
cenderung menimbulkan pengaruh negatif pula. Dalam hal ini peran
orang tua untuk mencari jati diri anak sangat penting untuk
menghindarkan anak dari perilaku negatif.
2) Anak memiliki fisik yang lemah
Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari
berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik,
sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan sehingga
orang lainlah yang harus melindunginya. Salah satu prinsip yang
digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama
kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-
haknya harus dilindungi. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib
dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja
(individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah)
baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena seorang
anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya.’*
3) Anak memiliki kondisi yang masih labil
Mental anak yang masih dalam tahap pencaharian jati diri
akan sangat mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi

lingkungan sekitarnya. Sehingga jika lingkungan anak berada

3 Ny. Moelyatno dalam Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia,
(Bandung: Alfabeta, 2010), him. 185.
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ditempat yang buruk hal itu tentu saja merugikan dirinya sendiri dan
masyarakat, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya membuat
mereka berurusan dengan penegak hukum.
4) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk
Intelegensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan

Eisler, Intelegensi adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang
dan memilih keputusan.®

Anak pada dasarnya memiliki wawasan yang sempit dan tidak
tajam, jadi mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk
melakukan perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu keluarga
beserta masyarakat di lingkungannya harus melindunginya.
5) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah wadah bagi pembinaan jiwa anak atau dengan
kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak,
baik pendidikan ilmu pengetahuan maupun pendidikan karakter.
Secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem
pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan begitu, proses pendidikan
yang kurang baik bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh
terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak
langsung.
6) Anak memiliki pergaulan

Pengaruh  lingkungan terhadap anak sangatlah besar
pengaruhnya kepada karakter anak, terutama dalam konteks kultural
atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang
sangat memprihatinkan, sehingga anak kemudian menegaskan

eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam,

%% Nashriana, Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011), him. 36.
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mengakibatkan mereka kemudian mencari dan masuk kepada suatu
keluarga baru yang subkultur yang baik maupun buruk sifatnya.
7) Anak mudah terpengaruhi oleh media massa

Media massa dianggap berpengaruh pada perkembangan
anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan
kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar maupun film,
dan pada umumnya lingkungan para pengemis-pengemis ini juga
rentan dengan kekerasan.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 juga telah
mengatur tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan
Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang berisi
himbauan :

a. Untuk tidak memberikan izin/uang aktifitas kepada pengemis atau

peminta-minta memasuki tempat usaha saudara (i).

b. Setiap orang/pelaku usaha/Lembaga/Badan Hukum dilarang
membuat uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada
gelandangan dan pengemis ditempat umum.

c. Pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui Lembaga/
badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Apabila saudara (i) menghadapi/mendapat kesulitan ketika melarang
pengemis/peminta yang melakukan aktifitas ditempat umum Saudara
(1) bisa menghubungi Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas
Sosial Kota Banda Aceh.

e. Kepada para pemilik usaha yang tidak mengindahkan himbauan ini,
akan dikenakan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.*

3¢ peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018.
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Permasalahan yang di timbulkan akibat dari orang tua yang
tidak bertanggung terhadap anaknya yaitu penelantaran. Hal tersebut
tentu dapat menimbulkan dampak buruk yang di alami oleh sang anak
diantaranya®’ :

1) Munculnya Pengemis Anak
Anak-anak yang terlantar pada umumnya akan menjadi pengemis
sebagai akibat dari tekanan ekonomi, sehingga untuk mempertahankan
hidupnya cara yang dipilih dengan meminta-minta didepan umum.
2) Munculnya kenakalan anak dan kriminalitas
Terjadinya kenakalan dan kriminalitas dikarenakan tekanan
hidup yang berat dan mendesak, maupun masa depan yang suram dan
sebagai kompensasinya muncul kenakalan dan kriminalitas dari anak
yang hidupnya terlantar, kriminalitas yang sering terjadi akibat dari
adanya anak terlantar seperti, penyalahgunaan Narkotika, pencurian dan
pembegalan.
3) Munculnya Pengangguran
Pemenuhan kebutuhan yang diingakan tidak terpenuhi seperti
kebutuhan pendidikan sebagai bekal hidup dimasa yang akan datang,
maka banyak anak-anak yang menganggur atau tidak mempunyai

keahlian dan keterampilan.

B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penanganan Anak Terlantar
di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara"
dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat 2 menyatakan "Bahwa tiap-tiap

37 Agustin Hanafi, Daras Hukum Keluarga (Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry : 2014),hlm. 106
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warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan"®. Dari ketentuan-ketentuan itu jelaslah maksud cita-cita yang
terkandung dalam Undang-Undang Dasar yaitu menghendaki agar setiap
warganegara mempunyai lapangan pekerjaan yang layak, dan juga
menghendaki agar warganegara tidak hidup dalam keadaan fakir miskin dan
bebas dari keterlantaran anak-anak.

Dengan menyadari akan tugas-tugas sebagaimana dimaksud oleh
Undang-Undang Dasar, khususnya yang menyangkut kehidupan seseorang,
keluarga atau kelompok orang yang karena sebab-sebab tertentu, berada
dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan
untuk mempertahankan hidup dan perkembangannya secara wajar, maka
kepada Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974
ditugaskan untuk mengadakan usaha-usaha sebagaimana tercantum dalam
Pasal 4 Ayat 1 sebagai berikut.

Usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi:

a. bantuan sosial kepada warganegara baik secara perorangan maupun
dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau
menjadi  korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial
maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;

b. pemeliharaan tarap kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan
suatu sistim jaminan sosial;

c. bimbingan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial, termasuk didalamnya
penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warga negara baik
perorangan maupun kelompok, yang terganggu kemampuannya

untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;

3% Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34.
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d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban,
peri kemanusiaan dan kegotong royongan’”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dipandang perlu menetapkan
suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi
Fakir Miskin, yang merupakan salah satu pelaksanan dari Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1974.

Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir
miskin dapat dilaksanakan secara terus menerus dan bertahap. Pelayanan
kesejahteraan sosial bagi fakir miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini yang meliputi usaha bantuan sosial dan rehabilitasi sosial bagi
fakir miskin, ditujukan baik kepada perorangan maupun kepada keluarga
sebagai satu kesatuan.

Pengaturan mengenai dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
disamping didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan Pemerintah untuk
menyediakan biaya pelayanan fakir miskin masih sangat terbatas, juga
didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak dana yang berasal dari
masyarakat yang diperuntukkan bagi usaha kesejahteraan sosial umumnya dan
fakir miskin pada khususnya belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana-dana
tersebut tidak termasuk dana yang diwajibkan oleh hukum agama.

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam
menyelenggarakan usaha pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin ini
didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)

yang berbunyi "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

3% Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 1 tentang Ketentuan-ketentuan
pokok kesejahteraan sosial.
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luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan
mengindahkan  garis  kebijaksanaan dan  ketentuan-ketentuan
sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan".

b. Secara kenyataan menunjukkan bahwa potensi yang ada pada
masyarakat merupakan faktor menentukan berhasilnya usaha

kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.

2. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan terhadap Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpatisipasi
dengan baik. Sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia,serta sejahtera.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat Pasal-ppasal
yang berkaitan dengan hak anak tersebut sebagai berikut :

Pasal 6 : Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya dan
berfikir, sesuai dengan tingkat kecerdasan.

Pasal 12: Setiap Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh bantuan
sosial, dan memperoleh rehabilitasi.

Pasal 14: 1 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2 Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat
1, anak tetap berhak:
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan

kedua orang tuanya;

% Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 103.
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b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang
tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

d. memperoleh hak anak lainnya."*'

Pasal 20 : Negara, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Keluarga dan Orang Tua dan Wali bertanggung jawab
penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 22 : Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah bertanggung jawab
dan berkewajiban memberikan dukungan sarana, prasarana, dan
ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelengaraan
Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat, perlindungan tersebut bisa melalui sosialisasi
mengenai  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan anak yang di eksploitasi terhadap anak, dan setiap orang
dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan eksploitasi terhadap anak.*

3. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 tentang Kesejahteraan

Sosial Anak

Anak mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak adalah tunas yang
akan berkembang dan tumbuh menjadi generasi penerus estafet
kepemimpinan bangsa, dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa.
Sebagai penerus generasi bangsa maka anak perlu dirawat dan
ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan

kemampuan dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan

*! Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 tentang Perlindungan Anak
42 Achmad Yusron Arif, Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di
Indonesia, (Bandung : Sinar Grafika), hlm. 57.



26

sesuai dengan pertumbuhan usianya. Qanun Aceh Pasal 24 Nomor 11

Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial Anak menyatakan bahwa:

a.

Setiap Anak berhak atas pelayanan Sosial dari orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
Setiap ~Anak berhak atas pelayanan sosial untuk
mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai
dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi
warga masyarakat yang baik dan berguna.

Setiap Anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan dan
perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau
menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
Setiap Anak berhak mendapatkan prioritas dalam hal bantuan
dan perlindungan dalam situasi darurat.

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua,
keluarga, masyarakat, dan pemerintah atas segala bentuk

kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.*

Pasal 18 Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi

kelompok:

s ®

e o

= @ oo

Kemiskinan;

Ketelantaran;

Disabilitas

Keterpencilan;

Tuna sosial;

Korban bencana;

Orang terlantar dan korban tindak kekerasan; dan

Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.

> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Tentang kesejahteraan Sosial Anak.
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Bagian Kesatu Kemiskinan Pasal 19 Sasaran dan Usaha
Kesejahteraan sosial dalam bidang keemiskinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kebijakan, program,
dan kegiatan yang dilakukan terhadap perseorangan, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi
kehidupannya.

Pasal 20 Penanggulangan Kemiskinan bertujuan:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta
kemampuan berusaha orang miskin;

b. memperkuat kelompok miskin dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan social
bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan seluas-
luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup
secara berkelanjutan; dan

d. memberikan rasa aman bagi kelompok orang miskin.

C. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam
Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya adalah penduduk
muslim, maka dengan demikian perlindungan anak juga telah diatur
didalam al-qur’an dan hadist. Islam juga sangat melarang terjadinya
penelantaran terhadap anak. Mengenai perlindungan terhadap anak ini

tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 9 :
- URR IS S NN TS o SN N SR A S ooof Lot e
Ml V3B 13I3acls Al hals Diiglle 138l Lans 55 dls (e 1355 3 ) e

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu
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hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar”(QS. An-Nisa : 9 )*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah
dari Allah Swt, Oleh karena itu hendaknya orangtua meninggalkan anak
dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari tidak menjadi
peminta minta dan ditelantarkan dijalanan. Islam juga mengajarkan kepada
kita mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu
dalam kandungan maupun setelah lahir yaitu sikap menghormati dan
menjaga kehidupan anak sebagaimana manusia itu sendiri.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan individu satu
dengan individu lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu
mempunyai berbagai hubungan, seperti hubungan pemerintah dan orang tua
terhadap anak-anak.*” Dalam hukum Islam Penjagaan terhadap Anak
disebut Hadhana. Hadhana dijadikan istilah yang maksudnya pemeliharaan
dan pendidikan anak sejak lahir sampai dia sanggup mengurusi dirinya
sendiri yang dilakukan oleh orang tua maupun kerabat dekatnya. Hadhana
menurut ulama figh yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih
kecil atau sudah besar akan tetapi belum mumayyiz, menjaga nya dari
sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik, rohani, jasmani dan
akalnya agar mampu menjalani hidup dan memikul tanggung jawab.*®

Anak merupakan amanah dari Allah Swt. Seorang anak dilahirkan
dalam keadaan fitrah, dalam hal ini orangtualah yang akan mengasuh,
menjaga serta membimbing hingga ia menjadi seseorang yang dewasa.
Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir adalah suci, benar, dan
tidak pernah bersalah. Berttitik tolak dari posisi anak sebagai amanah yang

harus dipenuhi hak-haknya sebagai seorang anak, maka hak dasar mereka

* Q.S An-Nisa (4): 9

* Juhaya S Praja, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), him.62.

% Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam
(Jakarta : Kencana Prenada Media Grub : 2008), him. 114.
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sebagai seorang anak haruslah terpenuhi dengan baik. Pemenuhan hak-hak
anak ini bisa diwujudkan dalam menjaga, merawat, membesarkan,
mendidik, dan melindungi anak agar dapat tumbuh dengan optimal baik
secara fisik maupun mental sehingga mempunyai akhlak yang mulia dan
sejahtera lahir bathin.*’

Islam berpihak bukan hanya sebatas pada aktivitas yang
menyangkut persoalan Sosial dan kemanusiaan saja seperti Anak terlantar,
melainkan lebih dari itu yaitu bagaimana menyelamatkan mereka dari
bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju jalan
kebenaran, keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: “tidak seorangpun bayi
yang lahir menjalankan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanyalah
yang menyebabkan anak itu menjadi yahudi, nasrani, dan musyrik. Seorang
laki-laki bertanya, “ya rasulullah! Bagaimana kalau anak itu mati
sebelumnya (sebelum disesatkan orang tuanya)?” kemudian beliau
menjawab “Allah jualah yang Maha Tahu apa yang telah mereka lakukan.
(HR.Muslim).*®

* Ibnu Anshari, Perlindungan Anak dalam Islam, (Jakarta: Cipta Karya,2000).hlm. 16.
% Al-lmam Muslim, Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I, ILIlI, Dan IV, (Jakarta
Pusat, Diterbitkan Klang Book Center, 2007), him. 243.
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BAB TIGA
PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM
MENANGANI ANAK TERLANTAR MENURUT
PASAL 24 QANUN ACEH NOMOR 11TAHUN
2013 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang
terbentuk pada jajaran Pemerintahan Kota Banda Aceh berdasarkan
Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan
perangkat daerah sebagai bagian pelaksana otonomi daerah Kota dibidang
Sosial. Sebelum disahkannya Peraturan Wali Kota Nomor 46 tahun 2016
tentang kedudukan, susunan, tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota
Banda Aceh, urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Banda Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh terletak di Jalan Residen
Danubroto, Nomor 5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lamlagang, Kota
Banda Aceh.*’

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki visi, yaitu “Mewujudkan
Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah”.

Adapun misi dari kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang
pelayanan sosial.
b. Meningkatkan peran serta dan potensi sumber kesejahteraan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Sosial Kota Banda

Aceh melaksanakan berbagai program serta kegiatan di bidang kesejahteraan

sosial yang berhubungan dengan anak terlantar, yaitu:

* Wawancara dengan Keumalahayati, Kasi Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, pada
tanggal 22 juni 2022 di Banda Aceh.
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Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang kesejahteraan

sosial, seperti :

1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga
miskin.

2) Pembinaan fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi.

3) Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial dan
pemberdayaan fakir miskin.

Program pembinaan anak terlantar

1) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar.

2) Pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar.

Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo

1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan kota dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Kewenangan dinas sosial

tersebut yaitu :

a.
b.

C.

d.

Penertiban izin pengumpulan sumbangan.

Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga

Pemulangan warga negara migran korban dari tindan kekerasan ke
gampong asal.

Rehabilitasi sosial bukan termasuk korban penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat aditif dan orang dengan human
immunodeficiency virus serta rehabilitasi anak yang berhadapan
dengan hukum.

Pemeliharaan anak-anak terlantar.

Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
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h. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana.

1. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan.

j. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Seorang anak terlantar sudah pasti hak-haknya tidak terpenuhi
dengan baik, karena seharusnya diusianya yang sedini mungkin masih
waktunya mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,
mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau walinya, dan hak tumbuh
kembang anak, bukan untuk bermain dijalanan atau diterlantarkan.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari:

a. Kepala dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi
kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas
mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas sosial,
Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang, perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial.
b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,
dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, hukum,
penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan dinas sosial.
c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas
membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan

pemerintahan sosial dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
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Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai seksi:
Seksi perlindungan bagi korban bencana alam dan bencana
sosial.

Seksi jaminan sosial keluarga.

d. Bidang rehabilitasi sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu kepala

dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Bidang

Rehabilitasi Sosial mempunyai seksi:

1)
2)

Seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan disabilitas
Seksi rehabilitas sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan

orang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang

rehabilitasi sosial mempunyai fungsi :

1))

2)

3)

Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja
bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak
terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan
memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial
lanjut usia, rehabilitas sosial penyandang disabilitas, tuna sosial
dan korban perdagangan orang.

Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang
pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan
memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial
lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial
dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial
balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi
sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan

perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia,
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rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban
perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya
4) Pelaksanaan kebijakan bidang pelayan sosial balita terlantar,
rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak
berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan
khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban
perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan
perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitas lanjut sosial,
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban
perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.”
e. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang
urusan pemerintahan sosial dibidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin.

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
mempunyai seksi terdiri dari:

1) Seksi identifikasi penguatan kapasitas dan pemberdayaan
masyarakat

2) Seksi kelembagaan, kepelahwanan, restorasi sosial dan penataan

lingkungan

%0 Wawancara dengan Latifah Hanum Staf Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggall
27 Juni 2022 di Banda Aceh.
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

STUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH

SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL
KOTA BANDA ACEH

KEPALA DINAS SOSIAL

ARIE MAULAKAFKA,5.505
NIF 157205151852031005

| 1
KELOMPOK FUNGSIOMNAL SEKRETARIS DINAS SOSIAL
ATMI, SH
NIP. 196308241999031002
KASUBBAG PROGRAM DAN KASUBBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN
PELAPORAN ASET KASUBBAG. KEUANGAN
ADIWINATA, ST SAID KAMARUDDIN, SE IRAWATI HARAHAP SE
NIF, 157812272006041004 NIP. 19730302 200112 1003 NIP, 19750827 2006041003
KABID PERLINDUNGAN DAN KABID ADVOKASI DAN KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
JAMINAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
BURHANUDDIN SE MARZUKI, 55051 HASBI, 5305
NIP 196410011985031005 NIP. 197607242006041002 NIP, 197007051991031006
KAS! JAMINAN SOS1AL KASI REHABILITASI AMAK, LAMIUT USIA | KASIHIDENTIFIKASI DAN PENGUATAN
KELUARGA DAMN PENYANDANG DISABILITAS KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
RISHAWATI, S.57 KEALArvT S KM ke | FAIZAYUNI 5505
NIP. 19770830 200604 2 001 NIF 196810011954032003 NIF. 19730629200604 2002
KAS| PERLINDUNGAMN SOSIAL, KASI KELEMBAGAAN,
KORBAB BENCANA ALAM DAN Al eoncriinr Sl KEPAHLAWANAN, RESTORASI SOSIAL
BENCA| DAN PENATAAN LINGKUNGAN
RAFNIDAR_ SE SUSANTRI KUSNO, 5.505 | DRA. YUSRIAH
NIF 196607031986032003 MNIP. 196605032001 121003 NIP. 19650508 158607 2 001
KA. UPTD PA. NIRMALA
DRA. SALMIAH
NIP. 13661231 199603 2 004

Sumber : https://dinsos.bandaacehkota.go.id/struktur-organisasi-3/

Adapun jumlah Sumber Daya Aparatur yang dimiliki oleh Dinas
Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil, 2 orang

honor dan 20 orang pegawai kontrak.”'

B. Faktor Penyebab Lahirnya Anak Terlantar Di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi yang dimana setiap orang
dari berbagai daerah datang ke Kota Banda Aceh untuk mencari rezeki, maupun
menuntut ilmu, dengan demikian tak jarang terjadi permasalahan sosial di kota

ini, diantara persoalan sosial yang terjadi ialah adanya anak terlantar.”® Dinas

" Wawancara dengan Latifah Hanum, Staf Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh,
pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh.
? Wawancara dengan ibuk Kemalahayati. (Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 27 Juni 2022
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Sosial merupakan lembaga yang bertugas dalam melakukan penanganan
terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang mengalami
persoalan sosial, dalam melaksanakan tugas di bidang sosial.

Dinas Sosial membaginya kedalam beberapa bidang rehabilitasi sosial
yang berfungsi untuk pelayanan sosial bagi rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum,
rehabilitasi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Anak yang menjadi terlantar tidak hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri.
Anak terlantar di Kota Banda Aceh berdasarkan temuan penelitian disebabkan
oleh berbagai macam faktor seperti :

1. Faktor Kemiskinan

Faktor Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang
menyebabkan seorang anak menjadi terlantar. Anak yang terlahir dari
keluarga dan lingkungan kemiskinan menjadikan mereka rentan dengan
ketelantaran, terlebih lagi bagi keluarga yang sehari-hari hidup serba pas-
pasan, dibelit utang yang terus membengkak, maka bukan hanya akan
mudah stress melainkan anak juga akan menjadi korban penelantaran anak,
di tahun 2022 kasus anak terlantar yang ditemukan oleh pihak Dinas Sosial
Kota Banda Aceh telah berjumlah 23 orang dan semuanya merupakan
berasal dari keluarga yang taraf ekonominya serba kekurangan.”Selain itu,
dikalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses
penyembuhan anak ketika sakit acap kali diterlantarkan.

Kemiskinan juga menjadi penyebab banyak keluarga miskin tak
hanya menelantarkan anak-anaknya, namun jugak meng- ekploitasi secara
ekonomi. Anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di usia yang

masih dini nya harus berkerja membantu orang tuanya. Beragam pekerjaan

3 Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial
Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Juni 2022.



37

di lakoni oleh anak- anak ini mulai dari memulung sampai menjadi
pengemis.
2. Faktor Keluarga Tidak Harmonis

Keluarga menempati posisi dan peran yang sangat penting dalam
perlindungan anak, salah satu penyebab munculnya anak terlantar selain
kemiskinan dapat juga disebabkan dari keluarga yang bermasalah. Anak-
anak yang berasal dari keluarga bermasalah atau kurang harmonis akan
sangat jauh dari kasih sayang, perlindungan dan pengawasan keluarga secara
memadai. Selain itu, kebutuhan seorang anak juga dapat kurang diperhatikan
oleh keluarga terutama dari orang tua. Akhirnya kehidupan seorang anak
dapat menjadi terlantar.

Efek kurangnya perhatian dari keluarga juga dapat membuat
kehidupan seorang anak jadi berantakan dan psikologis seorang anak dapat
menjadi keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, dapat
membuat kepercayaan diri seorang anak berkurang dan rasa takut dalam
dirinya semakin besar.’ * Di Kota Banda Aceh sering didapati anak terlantar
dari keluarga yang bermasalah di karenakan meninggalnya ibu kandung
yang membuat ayah nya menikah lagi dan anak-anak dititipkan kepada sang
nenek dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang nenek di
karenakan faktor usia membuat sang anak jadi terlantar.

Keluarga, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional memiliki delapan fungsi.

1. Fungsi keagamaan. Nilai-nilai agama di kenal oleh anak dari keluarga.
2. Fungsi sosial-budaya. Anak sejak dilahirkan telah dikenalkan tentang
norma dan budaya, termasuk dalam hal ini anak mengenal peran gender

dari keluarga.

> Masganti Sit, Psikologi Perkembangan Anak, ( Medan : Perdana Publishing, 2015).
hlm. 24
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. Fungsi cinta kasih. Keluarga adalah tempat pertama anak mengenal cinta

kasih dan perlindungan.

. Fungsi melindungi. Fungsi ini harusnya menjadikan anak merasa aman

dan nyaman karena ia mendapat perlindungan.

. Fungsi reproduksi. Keluarga dibangun untuk menjalankan fungsi

reproduksi dalam rangka melanjutkan keturunan yang baik.

. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga adalah sekolah pertama

yang mendidik anak-anak dengan ilmu pengetahuan tentang kehidupan.

. Fungsi ekonomi. Dalam banyak kasus, ketika fungsi ekonomi tidak

berjalan sebagaimana mestinya, keluarga mengalami disharmoni.
Artinya tujuh fungsi lainnya dalam keluarga sulit dijalankan manakala

fungsi ekonomi tidak berjalan.

. Fungsi pembinaan lingkungan, agama mengajarkan agar manusia

menjaga lingkungannya. Hubungan yang baik dengan lingkungan sangat

menentukan kualitas hidup manusia di muka bumi ini.”

Dinas Sosial Kota Banda Aceh mendapatkan laporan dari Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terkait adanya anak-anak terlantar

yang berjumlah 4 orang akibat dari faktor ekonomi dan keluarga, dimana ibu

si anak telah meninggal dunia dan sang ayah sudah pulang kerumah istri

muda, sehingga anak-anak tersebut di titipkan kepada neneknya yang sudah

sangat renta, tanpa adanya pantauan dari keluarga salah seorang anak

tersebut sudah putus sekolah, karena kurangnya mendapatkan perhatian dari

keluarga membuat anak-anak tersebut lalai dengan lingkungannya dan tidak

peduli terhadap pendidikannya. Setelah ditelusuri oleh Pekerja Sosial anak-

anak tersebut sangat layak untuk direkomendasikan ke panti asuhan karena

kurangnya pemenuhan pokok, Psikis dan pendidikan sang anak, setelah di

WIB.

>> Diakses melalui https://www.bkkbn.go.id/, pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 23:00
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bawa kepanti asuhan sang anak yang tadinya sudah putus sekolah kembali
bersekolah dan dibiayai oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh™
3. Faktor Anak diluar Nikah
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak di
Kota Banda Aceh ialah anak yang kelahirannya tidak diinginkan atau anak
yang lahir diluar nikah, orangtua si anak yang telah melakukan hubungan
gelap kemudian melahirkan, untuk menutupi perbuatanya itu maka anak
menjadi korbannya, dari perbuatan orangtua biologisnya sehingga anak
tersebut di terlantarkan, tentu ini sangat-sangat menyedihkan seorang ibu
yang sudah berjuang melahirkan sang anak akan tetapi anak tersebut
dibuang.’” Dalam hal ini, tidak terlihat adanya penanganan oleh Pemerintah.
C. Penanganan dan Upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam
Menanggulangi Anak Terlantar
Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Pasal 4 Ayat 1 Nomor 46
Tahun 2016 tentang susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Tata
Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam melakukan penanganan terhadap
masyarakat yang mengalami masalah sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh
membagi ke dalam bidang rehabilitas sosial yang berfungsi untuk melakukan
pelayanan sosial bagi anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan
hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitas sosial
lanjut wusia, rehabilitas sosial lanjut usia, rehabilitas sosial penyandang
disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.58
Keterlantaran anak di Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil temuan
dilapangan disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu : Faktor kemiskinan atau

kesulitan ekonomi keluarga, faktor anak yang lahir diluar pernikahan, dan faktor

%6 Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial
Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Juni 2022.

*’ Wawancara dengan Kemalahayati, Kasi Rehabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh

> Wawancara dengan Kemalahayati, Kasi Rehabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh.
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kurangnya keharmonisan keluarga baik karena perceraian orang tua maupun
sistem orang tua yang kaku. Pada dasarnya anak terlantar bukan hanya anak
yang sudah tidak memiliki orang tua akan tetapi ada yang memiliki orang tua
tapi tidak dapat memenuhi hak-hak anak atau dengan sengaja tidak mengurus
anaknya sehingga anak tersebut dapat di kategorikan terlantar. Beberapa
penanganan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak terlantar tersebut yaitu :

Pertama, pihak Dinas Sosial menerima laporan terkait permasalahan
anak dan akan mencari tahu terlebih dahulu latar belakang anak-anak terlantar
yang ditemukan atau karena adanya laporan dari pihak lain seperti masyarakat
setempat baik itu dari segi asal usul anak, usia anak dan penyebab anak bisa
terlantar. Mengenai usia anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh melihat kepada
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 Ayat 1: “Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas) tahun”. Anak juga
dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa balita (0-5 tahun),
masa anak-anak (5-11 tahun), masa remaja awal (12-16 tahun), dan masa remaja
akhir (17-25 tahun). Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dinyatakan
bahwa anak adalah seorang individu yang berusia 0-18 tahun. Setelah pihak
Dinas Sosial mendapatkan informasi tentang anak-anak tersebut mempunyai
masalah sosial dalam keluarga. Apabila penelantaran terjadi kepada seseorang
yang usianya diatas batas usia seorang anak, maka orang tersebut tidak
dikategorikan anak terlantar, tetapi ia termasuk kedalam kategori orang terlantar
dan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menangani dan melakukan
pembinaan terhadap orang terlantar tersebut.

Kedua, anak terlantar yang ditemukan tidak hanya berasal dari Kota
Banda Aceh, tetapi ada juga yang berasal dari luar Kota Banda Aceh,
penanganan yang dilakukan untuk sementara waktu mereka ditempatkan di
Rumah singgah yang telah disediakan, namun itu hanya bersifat sementara

maksimal 10 (sepuluh) hari. Anak-anak yang bertempat di rumah singgah akan
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diberi pembinaan atau bimbingan. Setelah waktu yang ditentukan telah habis
masanya maka anak tersebut akan dipulangkan kepada keluarganya atau daerah
asalnya, untuk anak yang daerah asalnya diluar Kota Banda Aceh biaya
transportasi dan biaya selama di perjalanan akan ditanggung oleh pihak Dinas
Sosial Kota Banda Aceh

Ketiga, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang mengantarkan anak-
anak tersebut kerumahnya akan memberikan bimbingan terhadap orang tua atau
keluarga sang anak untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka. Agar
kejadian tersebut tidak terulang lagi, maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh
akan memberikan surat perjanjian kepada orang tuanya atau keluarganya dan
juga melakukan Home Visit untuk mengetahui perkembangan anak yang
menjadi korban penelantaran.

Keempat, Bagi anak-anak terlantar yang memiliki masalah karena
perekonomian keluarga, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan
rujukan kesistem sumber lain seperti orang tua asuh atau di tempatkan di panti
asuhan untuk menjamin masa depan sang anak. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerinth Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan
pengasuhan anak dalam pasal 18. Kriteria anak asuh meliputi :

1. Anak terlantar

2. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orng tua

3. Anak yang memerlukan perlindungan khsus; dan/atau

4. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak

Hal ini juga sesuai dengan Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang
perlindungan Anak dalam Pasal 9 sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak terlantar,

anak miskin dan anak yatim/piatu.
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2. Bentuk pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung dan beasiswa
pendidikan.
3. Pengasuhan langsung oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud ayat 1,
ayat 2 hanya dapat dilakukan oleh orang tua asuh yang agama/misinya
sama dengan anak yang di asuh
4. Pengasuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 harus dilaporkan
kepada Keuchik untuk diteruskan kepada dinas/ badan terkait
Kelima, Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menerima laporan dari
masyarkat terkait anak terlantar dalam bidang pendidikan, anak tersebut pada
dasarnya memiliki orang tua tapi karena perekonomian keluarga maka
menyebabkan anak tersebut dikategorikan terlantar karena tidak mendapatkan
haknya untuk mendapat pendidikan. Penelantaran tersebut terjadi karena orang
tua tidak paham dalam mengatur sistem ekonomi keluarga dan masih adanya
anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga dengan adanya
keterbatasan masalah ekonomi menyebabkan anak terlantar dalam bidang
pendidikan.*

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh
dalam meminimalisir adanya anak terlantar yaitu :

1. Melakukan Pendataan

Pendataan merupakan proses pencarian dan pengumpulan data atau
pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai macam
informasi yang berkaitan dengan persoalan anak terlantar yang harus
mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan anak
adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan dan
interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

perlindungan anak.

% Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial
Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh
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Pendataan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh
dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja Sosial adalah seorang pelaksana yang
bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial. Salah
satu tenaga kesejahteraan sosial yang dimaksud yaitu TKSK (Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan merupakan masyarakat non PNS.
Pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh antara lain
menghimpun informasi atau data anak terlantar dengan cara turun lapangan,
identifikasi masalah keterlantaran ana, seleksi calon anak binaan atau
terlantar, serta menverifikasi data anak terlantar.®
2. Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti menitipkan Anak

Terlantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pelayanan Sosial adalah proses kegiatan yang teratur untuk
membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meringankan masalah
sosial yang dialaminya, sehingga ia mampu menolong dirinya sendiri dan
ikut berpatisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.”! Untuk Dinas Sosial
Kota Banda Aceh tidak memiliki panti asuhan untuk anak terlantar, akan
tetapi pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh ketika mendapatkan kasus anak
terlantar yang harus di tempatkan di panti asuhan, maka pihak Dinas Sosial
Kota Banda Aceh akan menitipkan anak tersebut kepada Panti asuhan milik
Dinas Sosial Provinsi Aceh yaitu Unsur Pelaksana Teknis Dinas/UPTD
Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe dan di Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak milik swasta.®* Panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu
jawaban terbaik terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Didalam

panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui

6 Wawancara dengan Dinda Maulidia, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh
pada tanggal 29 Juni 2022.

" Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial RI, Pedoman Teknis
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Permasyarakatan, (Jakarta :
Departemen Sosial RI, 2008 ), him. 4.

62 Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota
Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.
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program-program yang diselenggarakan. Bahkan anak-anak dapat
mengakses pendidikan yang sebelumnya sangat susah untuk mereka rasakan.
Selain itu, didalam panti asuhan mereka juga diajarkan pelajaran agama
sehingga perilaku dan akhlak mereka bisa menjadi lebih baik lagi dengan
adanya bekal ilmu agama yang di berikan.

Pelayanan sosial anak terlantar dalam panti asuhan memiliki
beberapa tujuan, yaitu :

a. Terpenuhinya hak dan kebutuhan anak terlantar meliputi
kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pasrtisipasi dan
perlindungan.

b. Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar mencakup pangan,
sandang, kesehatan, pendidikan, keterampilan, persamaan
perlakuan, perlindungan, dan mental spiritual.

c. Terciptanya kondisi sosial dan kemampuan anak untuk
menghindari tingkah laku sosial yang menyimpang.

d. Terjangkaunya lebih banyak anak terlantar yang memperoleh
pelayanan sosial.”’

Pelayanan dalam panti asuhan contohnya yaitu diberikannya
pakaian, tempat tinggal, pengajaran keagamaan atau pendidikan,
kesempatan bermain dan berteman, bisa sekolah dan belajar kembali, serta
ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat anak
terlantar.®*

3. Pendampingan Sosial Anak Terlantar

Pendampingan sosial diartikan sebagai sebuah proses menjalin relasi

sosial antara lembaga Pelaksana, masyarakat sekitar, dan sasaran pelayanan

di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan

% Wawancara dengan Kemalahayati, Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda
Aceh pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh.

% Wawancara dengan Dinda Maulidia, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh
pada tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.
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mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka
pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan aksebilitas anggota
masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik
lainya.®®

Pendampingan sosial sangat dibutuhkan oleh anak terlantar,
pendampingan berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau
bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan panti asuhan terhadap anak
tersebut. Contoh pendampingan sosial yang di lakukan oleh Dinas Sosial
Kota Banda Aceh terhadap anak terlantar antara lain: mendampingi anak
pada saat menerima pelatihan perbengkelan, menjahit dan tata boga.
4. Program Atensi Keluarga/Penguatan Keluarga

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda
Aceh dalam meminimalisir terjadinya anak terlantar ialah dengan
melaksanakan program penguatan keluarga yang mana ketika pihak Dinas
Sosial mendapatkan data tentang keluarga yang rawan kesejahteraan sosial
maka Dinas Sosial akan mengunjungi keluarga tersebut dan memberikan
penguatan keluarga, apabila keluarga tersebut kurang dari segi ekonomi
maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan bantuan.
5. Program memperingati Hari Anak

Peringatan hari anak menjadi momentum penting oleh Dinas Sosial
Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang
pentingnya perlindungan anak. Peringatan hari anak diperingati pada
tanggal 23 Juli pada setiap tahunya. Dalam memperingati hari anak tersebut
Dinas Sosial memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih peduli
terhadap anak, karena dalam menangani anak terlantar butuh dukungan dari

semua pihak, baik itu lembaga sosial maupun masyarakat.

% Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, Panduan Umum
Program Jaminan Kesejahteraan Sosial ( Jakarta : Departemen Sosial RI : 2006), hlm. 62.
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Didalam upaya penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh
terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda
Aceh dalam menangani anak terlantar antara lain:

1. Keterbasan Anggaran APBK

Dalam memelihara atau menangani anak terlantar secara
menyeluruh masih sulit. Hal ini dikarenakan jumlah anak terlantar yang
semakin hari semakin bertambah. Meskipun sudah ada bantuan dana
langsung dari Kementrian Sosial, akan tetapi masih sangat terbatas.
Sehingga dalam penanganan anak terlantar ini, anak terlantar hanya bisa
diminimalisir tapi belum bisa di tuntaskan secara menyeluruh.
2. Keterbatasan Pekerja Sosial

Dalam menangani permasalah anak terlantar sampai tuntas
seterlah mereka di bina dan dipulangkan ketempat asalnya, Pihak Dinas
Sosial Juga keterbatasan Sumber Daya Manusia. Pekerja Sosial dalam
Dinas Sosial hanya berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 orang
perempuan dan 1 orang laki-laki. Sehingga sangat dibutuhkan
Penambahan agar penanganan anak terlantar Kota Banda Aceh bisa
optimal.
3. Kurangnya Perhatian Masyarakat

Perhatian masyarakat dinilai masih rendah dalam menghadapi
dan menyikapi anak terlantar yang ada di Kota Banda Aceh, seperti
masih banyak masyarakat yang tidak begitu peduli terhadap nasib anak-
anak yang hidup di sekitaran lingkungannya, sehingga sangat sulit
terdeteksi oleh Pekerja Sosial tentang keberadaan anak terlantar di Kota
Banda Aceh.
4. Rendahnya Kemauan Belajar Anak Terlantar

Rendahnya kemauan anak untuk belajar, tidak jarang anak-anak
terlantar dalam kategori meninggal salah satu atau kedua orang tua dan

terlantar pendidikannya justru tidak ingin masuk ke Lembaga sosial
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anak atau panti Asuhan, karena mereka tidak ingin terikat dan tidak bisa
bebas. Kondisi ini di sebabkan oleh keadaan lingkungan disekitarnya
(teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah,
sehingga menyebabkan adanya pemikiran bahwa tidak mendaparkan

pendidikan formal bukanlah suatu hal yang perlu di cemaskan.

C. Analisis

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan organisasi sosial formal di
dalam masyarakat yang memiliki tanggungjawab besar didalam kehidupan
masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tanggungjawab yang
dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah pelayanan dan perlindungan
terhadap anak terlantar. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kesejahteraan
terhadap anak terlantar, kesejahteraan anak merupakan suatu tatanan kehidupan
yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang wajar baik
secara jasmani dan rohani. Menghadapi kasus ini, Dinas Sosial Kota Banda
Aceh sudah melakukan upaya-upaya untuk menangani dan meminimalisir kasus
anak terlantar, namun upaya-upaya yang dilakukan masih kurang efektif.
Imbasnya, melalui data yang tersedia dapat terlihat bahwa angka kasus anak

terlantar masith mengalami peningkatan.

Tabel 3.1 Data Anak Terlantar di Kota Banda Aceh

No Tahun Anak Terlantar
1 2020 21 jiwa
2 2021 23 jiwa
3 Januari-Juni 2022 24 jiwa

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh
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Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berupaya semaksimal mungkin
dalam mewujudkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 Pasal 24 tentang
Kesejahteraan Anak, akan tetapi belum sepenuhnya sempurna. Upaya pertama
yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah pengadaan pekerja
sosial yang bertugas untuk melakukan pendataan, mensosialisasikan tentang
pentingnya perlindungan anak, dan melakukan pendampingan sosial terhadap
anak-anak terlantar. Tugas-tugas dari para pekerja sosial ini terkendala akan
terbatasnya jumlah sumber daya manusianya, untuk mengampu sebuah Kota
Banda Aceh, hanya terdapat 3 orang pekerja sosial. Hal ini dianggap belum
efektif mengingat jumlah anak terlantar dalam 3 tahun ini terus meningkat dan
juga mengingat Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang populasi
penduduknya padat dengan sejumlah permasalahan sosial yang ada. Agar upaya
penanganan anak terlantar dapat terwujud dengan baik maka perlu penambahan
jumlah pekerja sosial.

Upaya lain yang sedang diusahakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda
Aceh yakni menyediakan pelayanan terhadap anak terlantar dalam bentuk
fasilitas penitipan anak terlantar ke panti asuhan milik swasta/ yayasan bagi
anak-anak yang tidak memiliki keluarga yang bersedia mengasuhnya. Saat ini
belum terdapat panti asuhan yang langsung berada di bawah naungan Dinas
Sosial Kota Banda Aceh, sehingga pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus
berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang menyediakan fasilitas tersebut.
Oleh karena itu melalui penjajakan ini diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh
melalui Dinas Sosialnya mampu mengusahakan pembangunan sebuah panti
asuhan untuk anak-anak terlantar agar dapat diberikan pendidikan dan
penghidupan yang layak.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga terkendala
terkait anggaran dana untuk rehabilitasi anak terlantar. Hal ini dapat dilihat dari
ketiadaan fasilitas penampungan (panti asuhan) yang telah disebutkan pada

paragraph sebelumnya. Selain itu kekurangaan anggaran ini juga berdampak
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pada jalannya patroli dari pihak berwajib, seperti tidak berjalannya program
patroli rutin, serta terbatasnya kegiatan yang bertujuan melindungi hak-hak
anak. Oleh karena itu, perlu adanya penataan yang baik dalam penganggaran
dana dari pihak pemerintah untuk mengurusi keberadaan anak-anak terlantar di

Kota Banda Aceh.
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BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana

penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam

bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi

ini.

1.

Penyebab munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh disebabkan
oleh tiga faktor yaitu faktor kemiskinan/ekonomi lemah, faktor dari
keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis dan faktor anak yang
kelahiranya tidak diinginkan atau anak yang lahir diluar ikatan
pernikahan.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan upaya-upaya untuk
menangani anak terlantar, antara lain 1). melakukan pendataan anak
terlantar, 2). Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti
menitipkan Anak Terlantar ke Lemba Kesejahteraan Sosial Anak/Panti
Asuhan, 3). Melakukan pendampingan sosial anak terlantar, 4). Program
penguatan keluarga, 5). Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan

anak.

. Penanganan anak terlantar sejauh ini oleh Dinas Sosial Kota Banda

Aceh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan Qanun
Aceh Nomor 11 tahun 2013 Pasal 24 tentang kesejahteraan sosial anak.
Akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena
secara data terlihat bahwa angka kasus anak terlantar masih mengalami
peningkatan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan terbatasnya
anggaran, keterbatasan pekerja sosial, kurangnya perhatian masyarakat

dan rendahnya kemauan belajar anak terlantar.



51

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang

dapat disampaikan oleh peneliti guna membantu Dinas Sosial Kota Banda Aceh

dalam penanganan anak terlantar yaitu:

1.

Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu adanya pembuatan
kebijakan yang lebih khusus dan mengarah kepada kepentingan dan
permasalahan anak terlantar.

Untuk Kementerian Sosial, perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk
pekerja sosial ditiap Kabupaten/Kota. Karena dengan terbatasnya pekerja
sosial dalam membantu Dinas Sosial menangani anak terlantar membuat
penangananya tidak terealisasi dengan baik.

Untuk Dinas Sosial, perlu meningkatkan program-program pendekatan
dan pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya, serta tetab
bertanggung jawab dan konsisten terhadap pelayanan yang telah
dilakukan dalam upaya penanganan anak terlantar. Dan diharapkan bisa
segera memiliki Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak
terlantar dibawah naungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Untuk keluarga anak terlantar dan dan anak terlantar, diharapkan bisa
lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi
dengan cara selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada atau
mencari informasi-informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak.
Untuk masyarakat, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam
menangani anak terlantar dengan cara lebih memperhatikan kondidi
anak-anak terlantar. Karena dukungan dari masyarakat sangatlah penting

dalam menangani anak terlantar.
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Telepon ; 0651. 7857321, Email : uind ar-raniyac id

Nomor :2671/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp
Hal 1 Penelitian lmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Keshangpol Banda Aceh
2, Kepala Dinas Sosial Banda Aceh

Assalamu’alaikum Wr.Wh,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM :Fadhlurrahman / 180106095
Semester/Jurusan : VIIT / Imu Hukum
Alamat sekarang : Desa Kajhu, Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam
rangka penulisan Skripsi dengan judul PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH
DALAM MENANGGULANGI KASUS ANAK TERLANTAR MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2013 PASAL 24

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terimakasih.
Randa Aceh, 07 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
Berlaku sampai : 30 November
2022 Dr. jabbar, M.A.
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Lampiran 3 : Protokol Wawancara

A

10.
1.

12.
13.

14.

Daftar Wawancara pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Apa visi misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

Apa kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

Bagaimana struktur Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

Apa saja faktor penyebab terjadinya penelantaran anak di Kota Banda Aceh?
Bagaimanakah kriteria anak yang dianggap terlantar dan umur berapakah
seseorang dianggap sebagai “anak terlantar” menurut Dinas Sosial Kota
Banda Aceh?

Berapa jumlah anak terlantar di Kota Banda Aceh pada tahun 2020, 2021
dan 20227

Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangulangi anak
terlantar?

Adakah kasus terbaru yang sedang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Banda
Aceh terkait penelantaran anak?

Apakah benar salah satu tugas dari Dinas Sosial adalah menjaga ketertiban
umum dari adanya anak terlantar?

Bagaimanakah penyebaran anak terlantar di Kota Banda Aceh?

Apakah Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga lain dalam upaya
menangani anak terlantar? Jikal ada, lembaga apa saja?

Adakah kendala Dinas Sosial dalam pembinaan terhadap anak terlantar?
Apakah Dinas Sosial memiliki panti asuhan khusus yang diperuntukkan bagi
anak terlantar? Jikalau ada, apa nama panti asuhannya serta apa saja
program yang dilaksanakan pada saat pembinaan?

Apa upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak yang sudah
dirumahkan, namun anak tersebut kabur dari rumah asuhannya? Adakah

sanksi bagi anak tersebut?
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15. Apabila anak bertambah usianya sudah lebih dari 17 tahun tetapi anak
tersebut belum memiliki rumah dan pekerjaan, bagaimana solusi yang
diberikan oleh Dinas Sosial?

16. Bagaimana efektifitas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas
Sosial dalam upaya menangani pengurangan jumlah anak terlantar di Kota

Banda Aceh?
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Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022.
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